BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2005

TENTANG

INTEGRASI STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN (SRTPK) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa problem kemiskinan sudah menjadi perhatian nasional, dan berada pada titik yang mengkhawatirkan, sehingga harus juga menjadi prioritas daerah untuk menanganinya;

b. bahwa untuk menangani masalah kemiskinan, menuntut peran berbagai pihak, baik pemerintah (eksekutif dan legislatif), swasta, maupun unsur masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Integrasi Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) Dalam Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Keputusan Bupati Nomor 225 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul;


	Memperhatikan : 
	1. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan Internasional Monetary Fund;
2. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 412.6/1648/SJ, tanggal 29 Juli 2002, perihal Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK);
3. Lembar Kesepakatan Bupati Bantul Nomor 050/1798 Tahun 2004, dan Kesepakatan Bupati Bantul dengan Ketua DPRD Kabupaten Bantul tanggal 10 Nopember 2003 tentang Partisipasi Kabupaten Bantul dalam Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD).

4. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk :

a. Melembagakan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan (SRTPK) dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten;

b. Mengadopsi dan melaksanakan Pedoman Umum dan Panduan Pelaksanaan Program P2TPD, termasuk proses perencanaan dan penganggaran partisipatif, kerangka kerja pengamanan lingkungan dan sosial, serta prosedur evaluasi kelayakan proyek yang akan dibiayai oleh P2TPD.


M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG INTEGRASI STRATEGI DAN RENCANA TINDAK PENGURANGAN KEMISKINAN (SRTPK) DALAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANTUL 
Pasal 1

SRTPK merupakan salah satu acuan Perencanaan Program Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Dalam rangka menyelaraskan SRTPK dengan perencanaan reguler, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penyesuaian atas mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD.

Pasal 3

Pelembagaan SRTPK dilakukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD.

Pasal 4

Proses integrasi SRTPK melalui proses perencanaan dan penganggaran partisipatif berlaku untuk seluruh unit kerja (Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Bidang) yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan rencana tindak pengurangan kemiskinan baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum  dalam dokumen SRTPK.

Pasal 5

Memperhatikan ketatnya jadual pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD, maka masing-masing unit kerja dapat melakukan penyesuaian mekanisme perencanaan dan penyusunan APBD dengan memperhatikan jadual perencanaan dan penyusunan APBD di tingkat Kabupaten.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor              Tahun 2005

Tanggal

PELAKSANA TUGAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA

(   Pembina Tingkat I, IV/b   )

NIP. 490017858
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